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LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru

1200 992,66 992,41
963,31 / f
1066 940,72 ,

800 - -

600 ——

400

200 104,63 103,89
0 A .

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

m 2018 w2019

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2020)

= PAD = DanaPerimbangan = Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2020)
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Jenis Penerimaan 2018 2019

(1) (2) (3)

PENERIMAAN DAERAH 100,00 100,00

Pendapatan Daerah 84,56 86,93
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9,18 9,60
1. Pajak Daerah 1,58 1,88
2. Retribusi Daerah 0,63 0,81
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,74 0,87
4. Lain-lain PAD yang Sah 6,24 6,03
Dana Perimbangan 64,43 64,99
1. Bagi Hasil Pajak 0,89 0,74
2. Bagi Hasil Bukan Pajak 0,38 0,55
3. Dana Alokasi Umum 44,85 49,16
4. Dana Alokasi Khusus 18,30 14,54
Lain-lain Pendapatan yang Sah 10,95 12,34

Penerimaan Pembiayaan Daerah 15,44 13,07

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2020)

1200.00
1000.00 940.72 914.86 9241 95395
800.00
600.00
400.00
200.00 103.89 101.32
0.00 N
Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
m 2019 m=2020

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)

Pertumbuhan
Rincian
2019 2020
(1) (2) (3)
Pendapatan Daerah -2,34 -2,75
Belanja Daerah -0,02 -6,90
Pendapatan Asli Daerah (PAD) -0,71 -2,47

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)
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Tingkat Realisasi Anggaran

Rincian

2019 2020

(1) (2) (3)
Pendapatan Daerah 96,34 93,05
Belanja Daerah 98,10 90,99
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 94,43 89,41

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)

= PAD = DanaPerimbangan = Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber: Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Data diolah, BPS (2021)

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan
Umum

1. Bagaimana bentuk kebijakan mengenai pelarangan pasar
modern di Kabupaten Barru?

2. Kapan kebijakan tersebut berlaku

3. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin terhadap
pasar modern di kabupaten barru?

4. Apayang menjadi pertimbangan pemerintah dalam kebijakan

pemberian izin tersebut?
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5. Dengan adanya kebijakan mengenai pelarangan pemberian izin
kepada pasar modern, lalu kenapa ada pasar modern yang
dapat izin di kab. Barru?

6. Apa dampak kebijakan tersebut terhadap pemerintah, pemilik
modal dan masyarakat?

7. pasar modern seperti apa yang dimaksud kebijakan tersebut

8. apa dampak apbd terhadap kebijakan tersebut?

9. Bagaimana pemerintah daerah melihat pasar modern atau

swalayan tersebut?

Pemilik pasar modern lokal/non lokal

1. Sejak kapan pasar modern ada di kab. Barru (lokal)?
2. Apa mekanisme atau syarat yang diberikan pemerintah daerah
kabupaten barru kepada pelaku usaha pasar modern (lokal/non

lokal)?
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